BAB 1

PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah ketenagakerjaan di bidang jasa transportasi semakin
ramai dibicarakan di Indonesia, apalagi akhir-akhir ini banyak terjadi musibah
yang bertubi-tubi menimpa jasa transportasi di Indonesia baik yang bergerak di
darat, laut, maupun udara. Sebagai contoh, kecelakaan tenggelamnya kapal KM
Senopati, hilaﬁgnya pesawat adam air yang sampai sekarang tidak dapat
ditemukan, terbakarnya KM. Levina I dengan disusul tenggelamnya kapal, dan
terbakarnya pesawat garuda Indonesia di Jogja, dan sebagainya. Menyangkut
masalah musibah pasti ada pihak yang dirugikan baik dari pihak pengguna jasa
., maupun pemberi jasa. Oleh sebab itu, perlindungan hukum sangat berperan
penting untuk melindungi khususnya untuk tenaga kerja atau pekerja. Mengingat
pentingnya peranan tenaga kerja atau pekerja dalam suatu perusahaan tidak akan
bejalan tanpa adanya campur tangan tenaga kerja atau pekerja. Setiap pekerjaan
baik di darat, laut, udara pasti ada resikonya. Dalam hal ini jenis pekerjaan yang
dilakukan oleh tenaga kerja atau pekerja di kapal mempunyai resiko bahaya yang
besar di dalam melaksanakan tugasnya pada saat berlayar.

Dalam hal resiko bahaya di laut yang sewaktu-waktu dapat menimpa
tenaga kerja di kapal maka perusahaan pelayaran harus memperhatikan atau
memberikan perlindungan secara jelas tanpa mengurangi hak tenaga kerja atau
pekerja sedikit pun demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
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Pemeriksaan Kecelakaan kapal, disebutkan ada S macam kecelakaan kapal yang
sering terjadi yaitu:

1. Kapal tenggelam

2. Kapal terbakar

3. Kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian
harta benda

4. Kapal Tubrukan

Kapal kandas, dan sebagainya.

S

Sedangkan, menurut Baharudin Lopa (1984: 65—71)1 menyebutkan
bahwa resiko bahaya di laut tidak hanya disebabkan oleh kelalaian manusia
(pelaut) maupun tua usia kapal yang digunakan akan tetapi juga dapat disebabkan

oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian kerja laut antara

lain:

1. Angin laut

2. Hantu laut

3. Gurita besar

4. Laso angin

5. Kala-kala

6. Batu karang

7. Tubrukan perahu

Mengingat resiko bahaya di laut sangat besar maka perusahaan pelayaran
harus memberikan atau menjamin perlindungan hukum tenaga kerja di kapal yang
berkaitan dengan resiko bahaya di laut tanpa terkecuali.? Selain itu, seorang yang
bekerja di kapal pasti jauh atau meninggalkan keluarga mereka untuk waktu yang
lama. Maka Perusahaan harus dapat memberikan keseimbangan antara hak dan

kewajiban tenaga kerja baik kepada nahkoda maupun anak buah kapal. Misalnya :

' Baharudin Lopa, Prof, DR, SH, 1984, Hukum Laut, Pelayaran dan Pemiagaan,
Bandung, Alumni.

? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 Tentang
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut.
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